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BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
‾ヽ J 置 DANBELANJADESA IAESA ndapatandanbela垂a �

)nting　dalam　rangka 

Ln　yang　baik　dan 

tingkat　desa’guna 

職工alitas　hidup　serta 

arakatdesa; 

anggaranpendapatan 

2O24yangtransparan 

nsebagaiacuan; 

Pasa131ayat(2) 

Vomor2OTahun2018 

)esa,Sekretaris　Desa 

ranCangan　anggaran 

しasarkanrencanakeヰa 

naan　dan　pedoman 

danbela車adesayang 

tiaptahun; 

NOMOR　 TAHUN

TENTAN G

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

BUPATI BULELENG,

a. bahwa penyusunan angganm pen

desa merupakan instrumen

mew可udkan tata P emerintah an

Pelaksanaan pembangunan di

meningkatkan kesQjahteraan,

Penanggulangan kemiskinan masyar

b・ bahwa dalam rangka penyusunan

dan bela両a desa Tahun Anggaran

dan akuntabel diperlukan pedoman

C. bahwa berdasarkan ketentuan

Peraturan Menteri Dalam Negeri N

tentang Pengelolaan Keuangan

mengoordinasikan penyusunan

Pendapatan dan belarja desa berd

Pemerintah desa tahun

PenyuSunan anggaran Pendapatan

diatur dengan Peraturan Bupati se

Menimbang :
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n　pertimbangan　sebagaimana � 

ufa,hurufb,danhurufc,Perlu 

ran　Bupati　tentang　Pedoman 

lnPendapatandanBelartiaDesa し; ang-UndangDasarNegaraRepublik ⊃; mor69Tahun1958tentang 

l-daerahTingkatIIDalamWilayah 

atIBali,NusaTenggaraBaratdan 

1ur(Lembaran　Negara　Republik 

8Nomor122,TambahanLembaran 

nesiaNomor1655); 

mor　12　Tahun　2011　tentang 

擁aturan　　　Perundang-undangan 

RepublikIndonesia　Tahun　2Oll 

han　Lembaran　Negara　Republik 

i234)sebagaimana　telah　diubah 

rdenganUndang置UndangNomor13 

;PerubahanKeduaAtasUndang- 

「ahun2OlltentangPembentukan 

ng-undangan(Lembaran　Negara 

‘ahun2O22Nomor143,Tambahan 

)ublikIndonesiaNomor68Ol); 

nor　6　Tahun　2014　tentang　Desa 

RepublikIndonesia　Tahun　2014 

しan　Lembaran　Negara　Republik 

5495)sebagaimana　telah　diubah 

.irdenganUndang-UndangNomor6 

5Penetapan　Peraturan　Pemerintah 

1dangNomor2Tahun2022tentang 

Undang-Undang(LembaranNegara 

I‘ahun2O23　Nomor41,Tambahan 

)ublikIndonesiaNomor6856); 

'mOr　23　Tahun　2014　tentang 

ah(Lembaran　Negara　Republik 

Mengingat :

d. bahwa b erdasarkan

dimaksud dalam hum

menetapkan Peratu

Penyusunan Anggaran

Tahun Anggaran 2024

1. Pasa1 18 ayat (6) Und

Indonesia Tahun 1945

2・ Undang-Undang No

Pembentukan Daerah

Daerah-daerah Tingka

Nusa Tenggara

Indonesia Tahun 195

Negara Republik Indon

3. Undang-Undang No

Pembe ntukan

(Lembaran Negara

Nomor　82, Tambah

Indonesia Nomor

beberapa kali terakhir

Tahun　2O22 te ntang

Undang Nomor

PerundanPeraturan

Republik Indonesia T

Lembaran Negara Rep

4. Undang-Undang

(Lembaran Negara

TambahNo皿or　7,

Indonesia Nomor

beberapa kali, terakh

Tahun 2023　tentang

Pengganti Undang-Un

Cipta Ke轟a meI可adi

Republik Indonesia T

Lembaran Negara Rep

5. Undang-Undang

Pemerintahan Daer
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L4Nomor244,TambahanLembaran � 

honesiaNomor5587)sebaga王mana 

lPakali,terakhirdenganUndang- 

Tahun　2O23　tentang　Penetapan 

hPenggantiUndang-UndangNomor 

二angCiptaKe車amer互adiUndang- 

Negara　RepublikIndonesiaTahun 

nbahanLembaranNegaraRepublik 

冶); 10r15Tahun2023tentangProvinsi 

町aRepublikIndonesiaTahun2023 

血an　Lembaran　Negara　Republik 

’1); 

血Nomor43Tahun2014　tentang 

anUndang-UndangNomor6Tahun 

届mbaranNegaraRepublikIndonesia 

113,TambahanLembaranNegara 

Nomor　5539)sebagaimana　telah 

kali,terakhir　dengan　Peraturan 

1Tahun2021tentangBadanUsaha 

nNegaraRepublikIndonesiaTahun 

皿bahanLembanmNegaraRepublik 

嚇); 

一alamNegeriNomor80Tahun2015 

m　Produk　Hukum　Daerah(Berita 

donesiaTahun　2O15　Nomor2036) 

diubah　dengan　Peraturan　Menteri 

12OTahun2018tentangPerubahan 

teriDalamNegeriNomor8OTahun 

bentukan　Produk　Hukum　Daerah 

しblikIndonesiaTahun2019Nomro IalamNegehNomor2OTahun2O18 

lKeuangan　Desa(Berita　Negara 

ahun2018Nomor611); 　　政調遭難oo重出凪融 

Indonesia Tahun 201

Negara Republik Ind

telah diubah bebera

Undang Nomor　6

Peraturan Pemerintah

2　Tahun　2022

Undang (Lembaran

2O23 Nomor 41, Tam

Indonesia Nomor 685

6. Undang-Undang Nom

Bali (Lembaran Negar

TambahNomor　62,

Indonesia Nomor 687

7. Peraturan Peme正ntah

Peraturan Pelaksanaan

2014 tentang Desa (Le

Tahun　2014　Nomor

Republik Indonesia

diubah beberapa

Pemerintah Nomor l

Milik Desa (Lembaran

2021 Nomor 21, Tam

Indonesia Nomor 662

8. Peraturan Menteri D

Pembentukantentang

Negara Republik

Sebagaimana telah

Dalam Negeri Nomor

Atas Peraturan Ment

2O15　tentang

(Be五ta Negara Repu

157);

9. Peraturan Menteri D

Pengelolaantentang

Republik Indonesia T
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN

ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal l

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

2・ Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Buleleng.

3・ Bupati adalah Bupati Buleleng・

4.　Desa adalah Desa di Daerah.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

6. Perbeたei adalah pejabat pemerintah Desa yang

mempuny糾　wewenang tugas dan kewajiban untuk

menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan

melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah

Daerah.

7・ Pemerintah Desa adalah PeねekeZ dibantu perangkat

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8・ Badan Permusyawaratan Desa yang selar互utnya

disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan

fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan

Wakil dari penduduk Desa berdasarkan

wilayah dan ditetapkan secara demokratis

9. Keuangan Desa adalah semua hak dan k

1keterwaldlan S. こeW車ibanDesa �i 

Segalasesuatu 

ungandengan 

yang dapat dinilai dengan uang serta

berupa uang dan barang yang berhub

Pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

jdih.bulelengkab.go.id



1O. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, Pelaksanaan,

PenatauSahaan, Pelaporan, dan pertanggung]aWaban

keuangan Desa.

11. Rencana Ke重ja Pemerintah Desa yang selanjutnya

disebut RKP Desa adalah per互abaran dari rencana

Pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka

Waktu l (Satu) tahun.

12・ Anggaran Pendapatan dan Belar互a Desa yang

Selar互utrrya disebut APB Desa adalah rencana

keuangan tahunan Desa yang ditetapkan dengan

Peraturan Desa.

13・ Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening

kas Desa.

14・ Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari

rekening kas Desa.

15. Pendapatan adalah semua Penerimaan Desa dalam l

(Satu) tahun anggaran yang me垂adi hak Desa dan tidak

Perlu di kembalikan oleh Desa.

16・ Belar可a Desa adalah semua Pengeluaran Desa yang

merupakan kew年jiban Desa dalam l (Satu) tahun

anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.

17・ Pembiayaan Desa adalah semua Penerimaan Desa yang

Perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan

diterima kembali’ baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun anggaran

b erikutnya.

18・ Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang

Selarjutnya disingkat PKPKD adalah　臓わeたeZ yang

karena j abatanrlya memPuny孤

menyelenggarakan keseluruhan pengelo

kewenangan �� 

OlaanKeuangan 「angSelaI可utnya 

t　Desa　yang 

langan　　Desa 

g　menguasakan 

Desa.

19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa y

disingkat PPKD adalah Pe rangka

me laksan akan p engelolaan

berdasarkan Keputusan PErbeたeZ yan

Sebagian kekuasaan PKPKD.
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Ldalah　Perangkat　Desa　yang � 

丘unsurpmPmanSekretariatDesa 

5aSSebagaikoordinatorPPKD. 

SelarriutnyadisebutKauradalah 

berkedudukansebagaiunsurstaf 

mer可alankantugasppKD. 

5elar互utnya　disebut　Kasiadalah 

berkedudukansebagaipelaksana 

⊂antugaSPPKD. 

lalahrekeningtempatmenylmPan 

Desayangmenampungseluruh 

m　digunakanuntukmembayar 

⊃esadalaml(Satu)rekeningpada 海aSela垂utnyadisebutBUMDesa 

1m　yang　didirikan　oleh　Desa 

desa　guna　mengelola　usaha, 

mengembangkaninvestasidan 

liakanjasapelayanan,dan/atau 

usahalainnya　untuk　sebesar- 

nmasyarakatDesa. 

しahdanayangdisisihkanguna 

し　yang　memerlukan　dana　relatif 

tdipenuhidalaml(Satu) esaadalahselisihlebihantara 

nganBelar互aDesa. 

aadalahselisihkurangantara 

町ganBela垂aDesa. 

;an　Anggaran　yang　selar互utnya 

adalah　selisihlebih　realisasi 

PengeluaranDesaselamal 皿. 皿Angganmyangsela両utnya 

laユah　dokumen　yang　memuat 

l,anggaranyangdisediakan,dan 

anauntukkegiatanyangakan 

2O. Sekretaris Desa

berkedudukan sebag孤

yang menjalankan tug

21・ Kepala Urusan yang

Perangkat Desa yang

Sekretariat Desa yang

22・ Kepala Seksi yang

Perangkat Desa yang

teknis yang mer互alank

23. Rekening Kas Desa ad

uang Pemerintahan

Penerimaan Desa

Seluruh Pengeluaran D

bank yang ditetapkan.

24. Badan Usaha Milik De

adalah badan

dan/atau bersama

memanfaatkan aset,

Produktivitas , menyed

menyediakan JenlS

besamya kes匂ahteraan

25. Dana Cadangan

mendanai

besar yang tidak dapat

tahun anggaran ・

26. Surplus Anggaran

Pen dapatan Desa den

27・ Defisit Anggaran

Pendapatan

28. Sisa Lebih

Desa den

Perhitung

dis e but SiLRA

Penerimaan Desa dan

(satu) periode anggaran

29. Dokumen Pe laksanaan

di singkat D FA

rincian setiap kegiatan

rencana penarikan d
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dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam APB Desa.

30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang

Sela垂utnya disingkat DPRA adalah dokumen yang

memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang

disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan

yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang

telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau

Perubahan pe垂abaran APB Desa.

31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lapjutan yang

Sela垂utnya disingkat DPAL adalah dokumen yang

memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan

dana untuk kegiatan lar互utan yang anggarmnya

berasal dah SiLRA tahun anggaran sebelumnya・

32・ Rencana Anggaran Kas Desa yang selar寄utnya disebut

RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas

masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur

Penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai

Pengeluaran Desa berdasarkan DRA/DPAL yang telah

disahkan oleh PeγbeたeZ.

Pas粗2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai

Pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APB

Desa Tahun Anggaran 2O24.

(2)Tujuan ditetapkamya Peraturan Bupati ini agar

PenyuSunan APB Desa Tahun Anggaran　2024　sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-undangan ・

BAB II

MATERI PEDOMAN

Pas瓢3

(1) Ruang lingkup pedoman penyusunan APB Desa Tahun

Anggaran 2O24 memuat:
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a. sinkronisasi keb$akan Pemerintah Daerah dengan

kewenangan Desa dan RKP Desa;

b. prmsIP PenyuSunan APB Desa;

C. kebijakan penyusunan APB Desa;

d. teknis penyusunan APB Desa;

e・ teknis evaluasi rancangan APB Desa; dan

f. hal khusus lainnya.

(2) Ura王an materi pedoman penyusunan APB Desa Tahun

Anggaran 2O24　sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalan Lamplran yang meruPakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pas粗4

(1) Penyusunan pagu rencana anggaran biaya pada APB

Desa Tahun Anggaran 2O24 be甲edoman pada RKP Desa

Tahun 2024.

(2) Seluruh kegiatan prioritas skala Desa pada RKP Desa

Tahun 2024 dianggarkan pada penyusunan APB Desa

Tahun Anggaran 2024.
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BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pas血5

Peraturan Bupati ini m皿Iai berlaku pada tanggal

diundan gkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,　memerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng・

Ditetapkan di Singaraja

1ggaJし

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di SingaraJa

Pada tanggal∴

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

jdih.bulelengkab.go.id
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LAM PI RAN

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR　41 TAHUN　2023

TENTAN G

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN RUANG LINGKUP PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2O24

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN

KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA.

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran　2O24　berpedoman pada

Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2O23. RKP Desa Tahun 2O24

merupakan peqjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa

untuk jangka waktu l (Satu) tahun yang memuat program prioritas dan

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun be車alan. Penyusunan

RKP Desa merupakan upaya dalam mer可aga kesinambungan pembangunan

terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masmg-maSmg Desa

dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara opti皿al,

efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan peningkatan kes匂ahteraan,

Peningkatan kualitas hidup dan penanggし1langan kemiskinan masyarakat

Desa berdasarkan kearifan lokal/ Zoca! tt元ssdom.

Dalam upaya pencap糾an prioritas pembangunan di Desa memerlukan

koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian

Prioritas nasional, Prioritas pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Bali

dan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan berbasis Iokal Desa.

Oleh karena itu dalam rangka optimalisasi dan pen劉aman CaPaian keluaran

Pelaksanaan pembangunan Desa’maka Pemerintah Desa dalam menyusun

RKP Desa Tahun Anggaran 2O24 hams memperhatikan dan mempedomani

rencana keIja Pemerintah Daerah Tahun 2024, mengaCu Pada rencana keIja

Pemerintah Daerah Provinsi Bali tahun 2O24 dan rencana pembangunan

jangka’menengah nasional (RRJMN) Tahun 2020-2024 yang dijabarkan

dalam renca皿a keIja pemerintah tahun 2O24.

jdih.bulelengkab.go.id



Strategi, arah keb$akan, dan program pembangunan Daerah

dituangkan dalam rencana pembangunan Daerah Tahun　2O23-2O26.

Strategi dan arah ke坤akan akan merumuskan perencanaan yang

komprehensil sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam

mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan Daerah. Selain

itu, Strategi dan arah keb$akan merupakan sarana untuk melakukan

transformasi, reformasi, dan perbaikan kineIja Pemerintah Daerah dalam

melaksanakan setiap program-PrOgram kegiatan baik intemal maupun

ekstemal, Pelayanan maupun pengadministrasian, Serta PerenCanaan,

monitoring, mauPun eValuasi.

Araih keb$akan merupakan suatu bentuk kongkrit dah usaha

Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan

Panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih optimal dalam menentukan

dan mencapai t可uan・ Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk

mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam

mencapa王t可uan dan sasaran pembangunan. Arah ke坤akan nantinya 」uga

terkait dengan horizon waktu, Sehingga mertjadi jelas kapan arah kebijakan

tersebut dilaksanakan.

Arah keb竜akan pembangunan ekonomi ditujukan untuk mewujudkan

tujuan dan sasaran pembangunan dalam pencapalan Visi dan misi Daerah,

adapun arah kebijakan pembangunan ekonomi Daerah dengan Tema

“P軌jれgたaきarL frod話t寂‡as U融疎　P軌9耽ataれ　Daga Saj7tg Dae畑m dan

Prioritas pembangunan tahun 2024, Sebagai berikut:

a.　target sasaran indikator makro pembangunan Daerah antara lain:

1.  indek pembangunan manusia 73,75;

2 ・　tingkat pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,6%;

3.　tingkat pengangguran terbuka 4,3%;

4.　kemiskinan 4,9%; dan

5.　gini ratio O,2827.

b・　Prioritas pembangunan Daerah di tahun 2024 meliputi‥

1.　peningkatan kualitas sumber daya manusla;

2・　Peningkatan perekonomian Daerah berbasis potensi unggulan;

3 ・　Peningkatan kualitas infrastruktur layanan dasar;

4.　penurunan kemiskinan dan peningkatan perlindungan sosial;

5.　pemantapan stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat;

6.　pelestarian adat dan budaya lokal;
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7 ・　Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan

8・　Peningkatan tata kelola pemerintah yang efektif dan e紀sien.

P五oritas pembangunan Daerah menempatkan peningkatan kualitas

Sumber daya manusia sebagai prioritas l. Untuk mew可udkan prioritas l

difokuskan pada pelaksanaan program prioritas, yaitu:

a.　program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya

kesehatan masyarakat;

b・　PrOgram Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;

C・　PrOgram Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;

d.　program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;

e.　program peningkatan kualitas keluarga;

f.　program pembinaan keluarga berencana;

g・　PrOgram Pengelolaan pendidikan;

h.　program pendidik dan tenaga kependidikan;

1.　PrOgram Pembinaan perpustakaan;

j.　program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;

k.　program perlindungan perempuan;

l.　program pengelolaan sistem data gender dan anak;

m.　program pelatihun ke寄a dan produktivitas tenaga keIja; dan

n・　PrOgram PenemPatan tenaga ke巧a.

Priohtas pembangunan peningkatan perekonomian Daerah berbasis

POtenSi unggulan sebagai prioritas　2. Untuk mewujudkan prioritas　2

difokuskan pada pelaksanaan program prioritas, yaitu:

a.　program promosI Penanaman mOdal;

b.　program pelayanan penanaman modal;

C.　PrOgram Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

d.　program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;

e.　program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;

f.　program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat

Veteriner;

g・　PrOgram Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;

h・　PrOgram Peningkatan diversivikasi dan ketahanan pangan

masyarakat ;

1.　PrOgram Pengelolaan perikanan tangkap;

j ・　PrOgram Pengelolaan perikanan budidaya;

jdih.bulelengkab.go.id



k・　PrOgram PengOlahan dan pemasaran hasil perikanan;

1・　PrOgram Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;

m.　program pemasaran pariwisata;

n.　program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan

Perlindungan hak kekayaan intelektual;

O・　PrOgran Pengembangan sumber daya pa正wisata dan ekonomi kreatif

P.　PrOgram PerenCanaan dan pengembangan industri;

q.　program pemberdayaan usaha menengah, uSaha kecil dan usaha

mi血o;

r.　program pengembangan usaha menengah, uSaha kecil dan usaha

mikro;

S.　PrOgram Pemberdayaan dan perlindungan koperasi;

t・　PrOgram Peningkatan sarana distribusi perdagangan;

u.　progran penggunaan dan pemasanm produk dalam negeri;

Ⅴ・　PrOgram Peningkatan ke車asama Desa;

W.　PrOgram Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan’lembaga adat dan

masyarakat hukum adat; dan

X・　PrOgram Stabilisasi hanga barang kebutuhan pokok dan barang

Penting.

Prioritas pembangunan peningkatan kualitas infrastruktur layanan dasar

Sebagai prioritas　3. Untuk mew巾udkan prioritas　3　difokuskan pada

Pelaksanaan program priohtas, yaitu:

a.　program penyelenggaraan j alan;

b・　PrOgram Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan÷

C.　PrOgram Pengelolaan sumber daya alam;

d・　PrOgram Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air

mlnum ;

e.　progran pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;

f.　program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;

g・　PrOgram Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan

regional; dan

h・　PrOgram Pengelolaan persampahan.

Prioritas pembangunan penurunan kemiskinan dan peningkatan

Perlindungan sosial sebagai prioritas 4. Untuk mewujudkan prioritas 4

difokuskan pada pelaksanaan program prioritas, yaitu:
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a.　program pemberdayaan dan peningkatan keluarga s匂ahtera;

b・　PrOgram Pemberdayaan sosial;

C・　PrOgram Perlindungan dan jaminan sosial;

d.　program pengembangan perumahan;

e.　program kawasan permu虹man;

f.　progran perumahan dan kawasan permukiman kumuh; dan

g.　program rehabilitasi sosial.

Prioritas pembangunan pemantapan stabilitas keamanan dan

kenyamanan masyarakat sebagai prioritas 5. Untuk mew巾udkan prioritas 5

difokuskan pada pelaksanaan program prioritas, yaitu:

a.　program penanggulangan bencana;

b・　PrOgram Penanganan bencana;

C.　PrOgram PenCegahan, Penanggulangan, PeIryelamatan kebakaran dan

Penyelamatan non kebakaran; dan

d・　PrOgram Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

Prioritas pembangunan pelestarian adat dan budaya lokal sebagai

Prioritas 6. Untuk mew可udkan prioritas 6 difokuskan pada pelaksanaan

PrOgram Prioritas, ya王tu :

a.　program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;

b・　PrOgram Pengembangan kesenian tradisional; dan

C・　PrOgram Pengembangan kebudayaan.

Prio正as pembangunan peningkatan kualitas lingkungan hidup

Sebagal prioritas　7. untuk mewujudkan prioritas　7　difokuskan pada

Pelaksanaan program prioritas, yaitu :

a.　progran pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

hidup;

b.　progran pengelolaan keanekaragaman hayati;

C.　PrOgram Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan

izin pehindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

d・　PrOgram Peningkatan pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan

lingkungan hidup untuk masyarakat; dan

e.　program penyelenggaraan penataan ruang・

Prioritas pembangunan peningkatan tata kelola pemerintahan yang
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efektif dan efisien sebagai prioritas　8. Untuk mewujudkan prioritas　8

difokuskan pada pelaksanaan program prioritas, yaitu :

a.　progran pengelolaan informasi dan komunikasi publik;

b.　program pengelolaan aplikasi dan informatika;

C・　PrOgram Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

d.　program perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan

Daerah;

e.　program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

Daerah;

f.　program pengelolaan keuangan Daerah;

g・　PrOgram kepegawaian Daerah;

h.　program penyelenggaraan pengawasan; dan

i.　program perumusan ke坤akan, Pendampmgan dan asistensi.

II.　PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA.

Penyusunan APB Desa tahun anggaran　2O24　didasarkan pada

PrmSIP-PnnSIP Sebagai berikut :

a・　SeSua王　dengan kebutuhan penyelenggaraan Pe血erintahan Desa

berdasarkan urusan dan kewenangan Desa;

b・　tePat Waktu yaitu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

C.　tranSParan yaitu dilaksanakan untuk memudahkan masyarakat

mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang

APB Desa;

d・　Partisipatifyaitu dengan melibatkan masyarakat Desa secara luas;

e・　memPerhatikan asas keadilan dan kepatutan;

f.　tidak bertentangan dengan kepentingan umum’Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya;

g・　APB Desa merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah dan/atau

Pemerintah untuk melakukan transfer dana ke rekening kas Desa,

Sebagai penerimaan Desa yang mer互adi kewajiban Pemerintah Daerah

dan/ atau pemerintah;

h.　semua penerimaan Desa baik dalam bentuk uang, mauPun barang

dan/atau jasa yang dinilai dengan uang dianggarkan dalam APB

Desa;
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i.　seluruh pendapatan dan bela可a Desa dianggarkan secara bruto;

j・　jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapal

Serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k.　Bela垂a Desa disusun secara rinci setiap kegiatan berdasarkan

Standar harga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

l.　penganggaran pengeluaran pembiayaan Desa harus didukung dengan

adanya kepastian ketersediaan penerimaan Desa dalam jumlah cukup

dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

III.　KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA.

Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan

Penganggaran berdasarkan prestasi keIja. Pendekatan penganggara皿

berdasarkan prestasi keIja dilakukan dengan memperhatikan keterka王tan

antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan

hasfl, Serta manfaat yang diharapkan termasuk e丘siensi dalam pencap糾an

hasil dan keluaran. Prestasi ke轟a yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

a.  indikator kine巧a, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari

kegiatan yang direncanakan;

b.　capalan atau target kine巧a, yaitu merupakan ukuran prestasi ke巧a

yang akan dicapal yang berw可ud kualitas, kuantitas, efisiensi dan

efektifitas pelaksanaan dah setiap kegiatan;

C・　Standar satuan harga’yaitu me型paたaれharga satuan setiap unit

barang/jasa yang berlaku di Daerah yang ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

Keb竜akan yang harus diperhatikan Pemerintah Desa dalam

PenyuSunan APB Desa tahun anggaran 2024’terkait dengan Pendapatan

Desa, Belapja Desa dan Pembiayaan Desa adalah sebaga王berikut :

a.　Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa tahun

anggaran 2O24 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional

dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan Desa meliputi semua Penerimaan Desa dalam l (satu)

tahun anggaran yang menjadi hak Desa da皿tidak perlu dibayar

kembali oleh Desa. Rencana Pendapatan Desa memuat kelompok,

jenis dan objek pendapatan yang dipungut/dikelola/diterima oleh
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Desa. Kelompok Pendapatan Desa tercantum pada APB Desa,

Sedangkan kelompok, jenis dan objek Pendapatan Desa sela坤utnya

dituangkan dalam pe亘iabaran APB Desa. Pendapatan Desa pada

APB Desa meliputi :

1.　Pendapatan asli Desa

Pendapatan asli Desa adalah Penerimaan Desa yang diperoleh

atas usaha sendiri sebaga王pelaksanaan kewenangan Desa, baik

dalam bentuk hasil usaha Desa’hasil aset, SWadaya partisipasi

dan gotong royong, dan Pendapatan asli Desa lain.

a)　Hasil Usaha

Hasil usaha adalah seluruh hasil usaha milik Desa

yang dikelola secara terpisah berdasarkan Peraturan Desa

tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan

berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor l l Tahun

2O21 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan

Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa. Salah

Satu hasil usaha Desa yang menimbulkan penerimaan

Desa dalam pendapatan asli Desa, antara lain hasil BUM

Desa/BUM Desa Bersama.

b)　Hasil Aset

Hasil aset adalah seluruh hasil dari barang milik

Desa yang berasal dari kekayaan asli m亜k Desa, dibeli

atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak

lainnya yang sah. Seperti: tanah kas Desa, PaSar Desa,

PaSar hewan, tambatan perahu’ bangunan Desa,

Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa, Pelelangan hasil

Pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa,

Pe皿andian umum’wisata Desa dan lain-lain kekayaan

asli Desa sesuai dengan Peraturan Desa tentang

Pengelolaan aset Desa yang berpedoman pada Peraturan

Bupati Buleleng Nomor　8O Tahun　2O17　tentang

Pengelolaan Aset Desa.

C)　swadaya, Partisipasi dan gotong-rOyOng

Swadaya’Partisipasi dan gotong royong masyarakat

adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan

masyarakat Desa’baik dalam bentuk barang dan tenaga

yang dapat dinilai dengan uang maupun dalam bentuk
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uang yang menimbulkan penerimaan.　Seperti

Penyediaan bahan baku lokal’ Partisipasi dan gotong

royong masyarakat dalam pelaksanaan peke車aan

Pembangunan fisik di Desa. Penganggaran penerimaan

SWadaya’Partisipasi dan gotong royong harus dihitung

SeCara Cermat dan riil dalam bentuk uang, tenaga, barang

yang dinilai dengan uang untuk mendukung pelaksanaan

Suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah

Desa. Penerimaan Pendapatan swadaya, Partisipasi dan

gotong royong masyarakat masuk ke rekening kas Desa

dalam bentuk uang.

d)　Pendapatan Asli Desa Lain

Pendapatan asli Desa lain adalah Penerimaan Desa

yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan Desa

SeSuai dengan kewenangan Desa yang ditetapkan dan

diatur dengan Peraturan Desa. Pemerintah Desa dilarang

melakukan pungutan Desa di luar yang ditetapkan dan

diatur dalam Peraturan Desa dan penyusunan rancangan

Peraturan Desa tentang Pungutan Desa wajib mendapat

evaluasi dari Bupati.

2.　transfer

a)　dana desa

dana desa adalah dana yang bersumber dari

anggaran pendapatan dan belar可a negara yang

diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

anggaran pendapatan dan bela可a Daerah dan digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

Pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan,

dan pemberdayaan masyarakat・ Dana Desa dianggarkan

SeSuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan

Dana Desa Tahun Anggaran　2O24. Apabila Peraturan

Menteri dimaksud belum ditetapkan, Penganggaran

Pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada anggaran

tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara

Dana Desa yang akan diterima masing-maSing Desa di

Daerah.

jdih.bulelengkab.go.id



b)　bagian dari hasil p勾ak Daerah dan retribusi Daerah

Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi

Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Desa

yang berasal dari bagian hasil p勾ak Daerah dan

Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng. Bagian dari hasil

P勾ak Daerah dan retribusi Daerah dianggarkan sesuai

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran AIokasi

Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran

2024. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum

ditetapkan, Penganggaran Pendapatan dah bagian hasil

P勾ak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada

anggaran tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi

Sementara bagian hasil p萄ak Daerah dan Retribusi

Daerah yang akan diterima masing-maSing Desa di

Daerah.

C)　alokasi dana Desa

AIokasi dana Desa adalah dana perimbangan yang

diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belar寄a

Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus yang

Selar互utkan dialokasikan ke Desa. AIokasi dana Desa

dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara

Pengalokasian AIokasi Dana Desa, Penyaluran Bagian

Dari Hasil Pヰiak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada

Setiap Desa Tahun Anggaran 2O24. Apabila Peraturan

Bupati tersebut belum ditetapkan, Penganggaran

Pendapatan dari alokasi dana Desa didasarkan pada

anggaran tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi

Sementara alokasi dana Desa yang akan diterima masing-

masing Desa di Daerah.

d)　bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belar互a

daerah Provinsi Bali

Adalah bantuan keuangan dari Pemehntah Provinsi

Bali kepada Desa yang merupakan upaya untuk

mendukung Pemerintah Desa dalam melaksanakan

kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Desa. Bantuan keuangan dapat bersifat khusus dan
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bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila

Sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali atau

berdasarkan informasl yang diberikan oleh Pemerintah

Provinsi Bali.

e)　bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belar可a

Daerah

Adalah bantuan keuangan dari Peme五ntah Daerah

kepada Desa yang merupakan upaya untuk mendukung

Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan

Pembangunan dan pemberdayaan maayarakat Desa.

Bantuan keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat

u皿um. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah

ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau berdasarkan

informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB

Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan

Penggunaan Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus)

dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

3.　pendapatan lain

Pendapatan lain adalah Pendapatan Desa yang terdiri

dari:

a)　Penerimaan Desa dari hasil ke寄a sama Desa;

b)　Penerimaan Desa dari bantuan perusahaan yang

berlokasi di Desa;

C)　Penerimaan Desa dari hibah dan sumbangan dari pihak

ketiga;

d)　koreksi kesalahan bela垂a Desa tahun anggaran

Sebelumnya yang menga虹batkan Penerimaan Desa di

kas Desa pada tahun anggaran be事alan;

e)　bunga bank;

f)　hadiah lomba yang d亜mti oleh Pemerintah Desa; dan

g)　Pendapatan lain Desa yang sah.
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b.　Belar互a Desa

BelaI可a Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan

Pemerintahan Desa yang meqjadi kewenangan Desa,　yaitu;

kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala

Desa’ kewenangan yang ditugaskan dan kewenangan lain yang

ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah provinsi, atau Pemerintah

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan・

Pemerintah Desa menetapkan target cap弧an ou申ut kineヰa setiap

Belar豆a Desa dalam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan

akuntabilitas perencanaan anggaran serta mempe巧elas efekti飢as dan

e宜siensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi

yang jelas dan terukur serta mem址ki korelasi langsung dengan

keluaran kegiatan yang akan dilaksanakan.

1 ・　keb主jakan Belanja Desa

Bela可a Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan

dengan ketentuan :

a)　paling sedikit 7O% (t可uh puluh per seratus) dari jumlah

APB Desa digunakan untuk mendanai:

1)　penyelenggaraan Pemerintahan Desa, termaSuk

belar豆a operasional Pemerintahan Desa dan insen冊

rukun tetangga dan rukun warga;

2)　pelaksanaan pembangunan Desa;

3)　pembinaan kemasyarakatan Desa; dan

4)　pemberdayaan masyarakat Desa.

b)　paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah

anggaran Belar互a Desa, digunakan untuk beban tetap

yaitu:

1)　penyediaan penghasilan tetap dan tu垂mgan

柁rbe太ei;

2)　penyediaan penghasilan tetap dan tur屯angan

Perangkat Desa;

3)　penyediaan tu垂mgan BPD; dan

4)　penyediaan operasional BPD.

2.　Seluruh kegiatan prioritas skala Desa pada RKP Desa Tahun

2024 harus dianggarkan pada APB Desa tahun anggaran 2024・

Bela両a Desa pada APB Desa tahun anggaran 2O24 yang harus

diaユokasikan oleh Pemerintah Desa pada klasifikasi bidang, Sub
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bidang dan kegiatan adalah sebagai berikut :

a)　bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Sub bidang dan kegiatan pada bidang

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diprioritaskan

Pada APB Desa Tahun 2O24 adalah :

1)　Sub Bidang Penyelenggaraan Bela両a Penghasilan

Tetap dan Tur互angan Operasional Pemerintah Desa

Kegiatan pada Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja

Penghasilan Tetap dan Tur互angan Operasional

Pemerintah Desa, yang diprioritaskan pada APB

Desa Tahun 2O24 adalah:

a.　penyediaan penghasilan tetap dan tur互angan

柁rbeたe!;

b・　Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan

Perangkat Desa;

C.　Penyediaan 」amman SOSial bagi庇ねekeZ dan

Perangkat Desa;

d.　penyediaan operasional Pemerintah Desa

(alat tulis kantor, Honor PKPD dan PPKD,

Perlengkapan perkantoran ,　P akaian

dinas/atribut, 1istrik/telpon/air, dan lain-

1証n);

e.　Penyediaan turjangan BPD; dan

f.　Penyediaan operasional BPD.

2)　Sub Bidang Administrasi Kependudukan,

Pencatatan Sipil, Statistik dan KearsIPan

Kegiatan pada Sub Bidang Administrasi

Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan

Kearsipan yang diprioritaskan pada APB Desa

Tahun 2024 adalah:

a.　pelayanan administrasi u mum dan

kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan

KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dll);

b・　PerlyuSunan/Pendataan/pemutakhiran pro珊

Desa, PrO餌kependudukan dan potensi Desa);

C.　Pengelolaan administrasi dan kearsIPan

Pemerintahan Desa; dan
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d.　pemetaan dan analisis kemiskinan Desa

SeCara Partisipa龍　untuk percepatan

Penanggulangan kemiskinan.

3)　Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,

Keuangan dan Pelaporan

Kegiatan pada sub Bidang Tata Pr勾a

Pemerintahan,　Perencanaan,　Keuangan dan

Pelaporan yang diprioritaskan pada APB Desa

Tahun 2024 adalah:

a.　Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan

Desa Pembahasan APB Desa (Musdes,

Musrenbang Desa/Pra-Musrenbang Desa,

dan lain-1ain bersifat reguler);

b.　Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa

(R鼠JM Desa/RKP Desa ,dan lain-lain);

C ・　Penyu sun an Laporan

上セrbeたeZ/ Penyelenggaraan Pe merintahan

Desa (laporan akhir tahun anggaran,

laporan akhir masa jabatan, laporan

keterangan akhir tahun anggaran, informasi

kepada masyarakat) ;

d.　Pengembangan Sistem Informasi Desa; dan

e.　Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan

dan penglnman kontingen dalam mengikuti

IJOmba Desa (khusus Desa yang akan

mengikuti Perlombaan dan Evaluasi

Perkembangan Desa).

4)　Sub Bidang Pertanahan

Kegiatan pada Sub Bidang Pertanahan yang

diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2O24 adalah:

a.　serti最kasi tanah kas Desa; dan

b.　administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB).

b)　Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Sub bidang dan kegiatan pada Bidang Pembangunan

Desa yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2024

adalah :

1)　Sub Bidang Pendidikan:
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Kegiatan pada Sub Bidang Pendidikan yang

diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2O24 adalah:

a.　penyelenggaraan

RAUD /TK/TPA/ TKA/ TPQ / Madrasah Non-

Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengqjar,

Pakaian S eragam ,　O p e rasion al ,　dan

SeteruSnya) ; dan

b・ Penyuluhan dan Pelatihan bagi Masyarakat.

2)　Sub Bidang Kesehatan

Kegiatan pada Sub Bidang Kesehatan yang

diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2024 untuk

mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi

PenCegahan s触れ蘭tg terintegrasi dan pelayanan

kesehatan sesua王dengan kewenangan Desa adalah:

a.　Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa

(PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-Obatan,

tambahan　血sentif Bidang Desa/Perawat

Desa, Penyediaan pelayanan KB dan alat

たoれ軌aSqブSj bagi keluarga miskin) ;

b ・　Penyelenggaraan Po syandu　(M akana皿

Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia,

Insentif Kader Posyandu) ;

C.　Penyuluhan dan Pelat血an Bidang Kesehatan

(untuk masyarakat,　tenaga kesehatan,

kader kesehatan, dan lain-lain);

d・　Penyelenggaraan Desa slaga kesehatan;

e.　Pengasuhan Bersana atau Bina Keluarga

Balita (BKB); dan

f.　Pemeliharaan sarana prasarana kesehatan

Po§yandu/ Polindes/PKD.

3)　Sub Bidang Kawasan Permukiman

Kegiatan pada Sub Bidang Kawasan Permukiman

yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2O24

adalah :

a ・　Dukungan p elaks anaan p ro gram

Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak

Huni (RTLH) GAKIN (Pemetaan, L,a砥asj, dan
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lain-lain) ; dan

b・　Pemeliharaar]し　fas址tas pengelolaan sampah

Desa/ pemukinan (PenamPungan¥ bank

SamPah, dan lain-lain).

4)　Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup:

Kegiatan pada Sub Bidang Kehutanan dan

Lingkungan Hidup yang diprioritaskan pada APB

Desa Tahun 2O24 adalah:

a.　Pengelolaan Hutan Milik Desa; dan

b.　Pelatihan / Sosialisasi/ Penyuluhan /

Perlyadaran tentang lingkungan hidup dan

Kehutanan.

Prioritas kegiatan pada Sub Bidang Kehutanan dan

Lingkungan Hidup APB Desa Tahun 2O24 sesuai

dengan potensi Desa.

5)　Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan

Info rmatika

Kegiatan pada Sub Bidang Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika yang diprioritaskan

Pada APB Desa Tahun 2024 adalah:

a.　penyelenggaraan Informasi Publik Desa

(Misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi

PenetaPan/LRJ APB Desa untuk Warga, dan

lain-lain) ; dan

b・　Pengelolaan dan Pembuatan Jarigan/

Instalansi Komunikasi dan Informasi Lokal

Desa.

6)　Sub Bidang Pariwisata

Kegiatan pada Sub Bidang Pariwisata yang

diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2024 adalah:

a.　pemeliharaan sarana dan prasarana

Pariwisata milik Desa;

b.　pengembangan pariwisata Tingkat Desa;

C "　　Pembangunan/ Rehab址tas / Peningkatan

Sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;

dan

d.　pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.
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Prioritas kegiatan Sub Bidang Pariwisata yang

diprioritaskan pada APB Desa Tahun　2O24

disesuaikan dengan potensi Desa.

C)　Bidang Pembinan Kemasyarakatan Desa

Sub bidang dan kegiatan pada Bidang Pembinan

Kemasyarakatan Desa yang diprioritaskan pada APB Desa

Tahun 2024 adalah:

1)　Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan

Perlindungan Masyarakat

Kegiatan pada Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban

Umum’ dan Perlindungan Maayarakat yang

diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2024 adalah

a・　Pengadaan/penyelenggaraan Pos Keamanan

Desa　(pembangunan pos,　PengaWaSan

Pelaksanaan jadwal ronda/patroli, dan lain-

1ain);

b.　penguatan dan peningkatan Kapasitas Tenaga

keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa

(Satlinmas Desa) ;

C.　Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap Bencana

Skala lokal Desa; dan

d・　Penyediaan pos kesiapsiagaan Bencana Skala

lokal Desa.

2)　Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

Kegiatan pada Sub Bidang Kelembagaan

Masyarakat yang diprioritaskan pada APB Desa

Tahun 2024 adalah:

a. pembinaan lembaga adat;

b. pembinaan LKMD/LPM/LPMD; dan

C. Pembinaan PKK.

d)　Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sub bidang dan kegiatan pada Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Desa yang diprioritaskan pada APB Desa

Tahun 2O24 adalah:

1 )　Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

Kegiatan pada Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
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yang dip五oritaskan pada APB Desa Tahun 2024

adalah :

a.　bantuan perikanan　(Bibit/ Pakan / dan

SeteruSnya) (Keterangan: PaSCa bencana bagi

masyarakat terdampak) ; dan

b ・　Pelatihan/ bimtek/ Pengenalan TeknoIogi

Tepat guna untuk Perikanan Darat/Nelayan

(Keterangan　:　PaSCa bencana bagi

masyarakat terdampak).

Prioritas kegiatan Sub Bidang Kelautan dan

Perikanan yang diprioritaskan pada APB Desa

Tahun 2024 sesuai dengan potensi Desa dalam

rangka program ketahanan pangan Desa.

2)　Sub Bidang Pertanian dan Petemakan:

Kegiatan pada Sub Bidang Pertanian dan

Petemakan yang diprioritaskan pada APB Desa

Tahun 2024 adalah:

a.　peningkatan produksi tanaman Pangan (AIat

PrOduksi dan pengelolaan pertanian,

Penggilingan padi/　jagung,dll) (Bantuan

Peralatan, bibit/Perlengkapan/ PuPuk bagi

masyarakat terdampak dan diberikan pasca

bencana) ;

b.　peningkatan produksi petemakan (AIat

Produksi dan pengelolaan petemakan,

kandang, dan lain-lain) (bantuan peralatan,

bibit / perle ngkap an bagi maeyarakat

terdampak dan diberikan pasca bencana) ;

C・　Penguatan ketahanan pangan Tingkat Desa

(1umbung Desa, dan lain-1ain) (Kesiapan

menghadapi Bencana) ; dan

d.　pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan TeknoIogi

Tepat Guna untuk Pertanian/Petemakan

(Keterangan : PaSCa bencana bagi masyarakat

terdampak).

Prioritas kegiatan Sub Bidang Pertanian dan

Perikanan yang diprioritaskan pada APB Desa
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Tahun　2024　sesuai dengan potensi Desa dalam

rangka program ketahanan pangan Desa.

3 )　Sub B idang Pemb erdayaan Pe rempuan ,

Perlindungan Anak dan Keluarga

Kegiatan pada Sub Bidang Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga yang

diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2024 adalah:

a.　Pelatih an / Penyuluhan Pemberdayaan

Perempuan ;

b・　Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak;

dan

C.　Pelatihan dan Penguatan Penyandang D拘beZ

(Penyandang disab親でas).

Prioritas kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga yang

diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2O24 sesuai

dengan potensi Desa.

4)　Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM)

Kegiatan pada Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah (UMKM) yang diprioritaskan

Pada APB Desa Tahun 2O24 adalah:

a. Pelatihan Managemen Pengelolaan

Koperasi/ KUD / UMKM ;

b. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi; dan

C・ Pengadaan TeknoIogi Tepat Guna untuk

Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non葛

Pertanian.

Prioritas kegiatan Sub Bidang Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang

diphoritaskan pada APB Desa Tahun 2O24 sesuai

dengan potensi Desa dalam rangka mendukung

program ketahanan pangan Desa

5)　Sub Bidang Penanaman Modal

Kegiatan pada Sub Bidang Penanaman Modal yang
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diprioritaskan pada RKP Desa Tahun 2024 adalah:

a.　Pembentukan BUM Desa (PerSiapan dan

Pembentukan awal BUM Desa) bagi Desa

yang belum memiliki BUM Desa.

Prioritas kegiatan Sub Bidang Penanaman Modal

yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2024

SeSuai dengan potensi Desa.

6)　Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian:

Kegiatan pada Sub Bidang Perdagangan dan

Perindustrian yang diprioritaskan pada APB Desa

Tahun 2024 adalah :

a.　Pembentukan/ Fasilitasi / Pelatihan/ Pendampi

ngan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

(pengrajin, Pedagang, industri rumah tangga,

dan lain-lain); dan

b.　Pengembangan industri kecil level Desa.

Prioritas kegiatan Sub Bidang Perdagangan dan

Perindustrian yang diprioritaskan pada APB Desa

Tahun　2O24　sesuai dengan potensi Desa dalam

rangka mendukung program ketahanan pangan

Desa.

e)　Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan

Mendesak Desa

Sub bidang dan kegiatan pada Bidang Penanggulangan

Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang

diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2024 sesuai dengan

hasil analisis kebencanaan, keadaan darurat dan keadaan

mendesak Desa adalah:

1)　Sub Bidang Penanggulangan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkalan peristiwa

yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan

Penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik

Oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun

faktor manusia sehingga mengaldbatkan timbulnya

korban JIWa manuSia’ kerusakan lingkungan,

keruglan ha正a benda’ dan dampak psikoIogis・

Kegiatan pada Sub Bidang Penanggulangan
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Bencana yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun

2024 adalah:

a.　Penanggulangan Bencana.

2)　Sub Bidang Keadaan Darurat

Penyelenggaraan kegiatan keadaan darurat

merupakan upaya penanggulangan keadaan

darurat karena adanya kerusakan dan/atau

terancamnya penyelesaian pembangunan san弧a

dan prasarana aldbat kenaikan harga yang

menyebabkan terganggunya pelayanan dasar

masyarakat・ Kegiatan pada Sub Bidang Keadaan

Darurat yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun

2024 adalah:

a.　Keadaan Darurat.

3)　Sub Bidang Keadaan Mendesak

Penyelenggaraan kegiatan keadaan mendesak

merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pnmer

dan pelayanan dasar maeyarakat miskin yang

mengalami kedaruratan. Kegiatan pada Sub Bidang

Keadaan Mendesak yang diprioritaskan pada RKP

Desa Tahun 2024 adalah:

a.　Keadaan Keadaa皿Mendesak.

Selain untuk menganggarkan pada bidang, Sub

bidang dan kegiatan yang diw勾ibkan sebagaimana

tersebut di atas, Pemerintah Desa dapat

menganggarkan kegiatan pada bidang, Sub bidang

dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan,

Prioritas dan kemampuan keuangan Desa

Sebagaimana yang tercantum pada RKP Desa

Tahun　2O24　dan dianggarkan pada APB Desa

Tahun 2O24.

3.　rencana anggaran biaya

Rencana anggaran biaya pada APB Desa terbagi atas klasifikasi

bidang, Sub bidang, kegiatan dan粗as菰kasi ekono皿i. Rencana

anggaran biaya selartiutnya diuraikan secara rinci pada

klas脆kasi ekonomi menurut jenis belar互a sebagai berikut :
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a)　belar互a pegawai

Jenis belar互a pegawai dianggarkan untuk pengeluaran

Penghasilan tetap, tu両angan, Penerimaan lain, dan

Pembayaran Jamman SOSial bagi駁37beたeZ dan perangkat

Desa, Serta turjangan BPD. Belanja pegawai dimaksud

dianggarkan dalam bidang p enyelenggaraan

Pemerintahan Desa.

b)　belaI可a barang dan jasa

belapja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi

Pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang

dari 12 (dua belas) bulan, antara lain untuk:

1 )　operasional Pemerintah Desa;

2)　pemeliharaan sarana prasarana Desa;

3)　kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan/

teknis;

4)　operasional BPD;

5) insentifRukun Tetangga/Rukun Warga; dan

6)　pemberian barang pada masyarakat/kelompok

masyarakat.

insen甜rukun tetangga/rukun warga yaitu bantuan uang

OPeraSiona1 1embaga rukun tetangga/rukun warga dalam

rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan

Pemerintahan, PerenCanaan Pembangunan, ketentraman

dan ketertiban’Serta Pemberdayaan maeyarakat Desa.

Pembe rian b arang pada masyarakat / kelompok

masyarakat dilakukan untuk menu叩ang pelaksanaan

kegiatan Desa.

C)　Belanja Modal

belar互a modal digunakan untuk pengeluanm pengadaan

barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas)

bulan dan menambah aset・ Pengadaan banmg dimaksud

digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan

Desa.

d)　Belar互a Tak Terduga

belarja tak terduga pada Bidang Penanggulangan
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Bencana,　Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

merupakan bidang yang secara khusus digunakan untuk

menganggarkan kegiatan-kegiatan pada　3 (tiga) Sub

Bidang・ 3 (tiga) Sub Bidang dimaksud, yaitu Sub Bidang

Penanggulangan Bencana’Sub Bidang Keadaan Darurat,

dan Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa yang masing-

masmg Sub bidang memiliki spesifikasi dalam

Penggunaan anggarannya. Penganggaran untuk Bidang

Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan

Mendesak Desa mer互adi kebutuhan yang dipenuhi untuk

mengantisipasi dan/ atau menangani permasalahan yang

muncul di Desa yang tidak dapat diprediksikan te車adi.

Anggaran pada bidang ini akan merjadi “anggaran slaP

Paka王P ketika Desa menghadapi situasi yang diakibatkan

adanya bencana, Suatu keadaan darurat, dan suatu

keadaan mendesak・ AIokasi anggaran untuk Bidang

Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan

Mendesak Desa merjadi w勾ib dianggarkan mengingat

bencana, Suatu keadaan darurat dan mendesak sewaktu-

Waktu dapat te車adi.

Penganggaran bidang Bidang Penanggulangan

Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa dalam

APB Desa bersifat global yaitu alokasi anggaran tidak

dicatatkan pada kegiatan yang kemudian terakumulasi di

Sub bidang dan terakhir di bidang tapi langsung

dicatatkan pada bidang・ Angka nominal berada di koIom

kode rekening bidang, Sedangkan di koIom kode rekening

Sub bidang dan kegiatan nol (kosong). Berkenaan dengan

PrOSeS anggaran untuk bidang penanggulangan bencana,

keadaan darurat dan mendesak Desa, PengmPutan

melalui aplikasi SISKEUDES harus dilakukan pada koIom

kode rekening kegiatan agar bisa menanpilkan nominal

angka di sub bidang dan bidang・ Namun demikian, angka

nominal yang ada terdapat dalam kolom kode rekening

bidang tetap mer互adi patokan dan secara珊eksibel dapat

digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang ada dalam sub

bidang yang dibutuhkan sesuai anggaran yang
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4.

dibutuhkan saat itu.

Belar互a tak terduga untuk kegiatan pada sub

bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan

keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. Belar車a

kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana,

keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit

memenuhi kriteria sebagai berikut:

1)　bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas

Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan

S eb elumnya ;

2)　tidak diharapkan te巧adi berulang; dan

3)　berada di luar kendali Pemerintah Desa.

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana

mempakan upaya tanggap damrat akibat teIjadinya bencana

alam dan bencana sosial. Kegiatan pada sub bidang keadaan

darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat

karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya

Penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana aldbat

kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan

dasar masyarakat. Kegiatan pada sub bidang keadaan

mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer

dan pelaya朋皿dasar masyarakat miskin yang mengalami

dampak ekonomi akibat te重jadinya bencana. Perencanaan

Penganggaran Belar互a Tak Terduga pada sub bidang

Penanggulangan bencana, Sub bidang kedaan darurat dan

Sub bidang keadaan mendesak Desa dalam pelaksanaannya

bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan.

klas脆kasi ekonomi menurut jenis Belanja Desa dituangkan

Pada Peraturan Desa tentang APB Desa bersama klasifikasi

bidang, Sub bidang dan kegiatan. Sedangkan klas脆kasi

ekonomi menurut jenis, Objek dan rincian objek Bela垂a Desa

dituangkan dalam Peraturan蹄rbeたeZ tentang Per互abaran APB

Desa.

Pembiayaan

Pembiayaan Desa meliputi semua Penerimaan Desa yang perlu

dibayar kembali dan/atau Pengeluaran Desa yang akan diterima
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kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada

tahun-tahun anggaran behkutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok :

1 ・　Penerimaan Pembiayaan, terdisi atas :

a)　Sisa leb血　perhitungan anggaran (SiLPA) tahun

Sebelumnya :

SiLPA paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan

Pendapatan terhadap bela車a, Penghematan belaqja, dan

Sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

b)　Pencairan Dana Cadangan :

Pencairan dana cadangan digunakan untuk

menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang

SelaI可utrlya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan

dalam APB Desa.

C)　Hasil per互ualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali

tanah dan bangunan : Hasil penjualan kekayaan Desa

yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan

hasil per可ualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

2.　Pengeluaran Pembiayaan, terdiri atas :

a)　Pembentukan Dana Cadangan :

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai

kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus

dibebankan dalam l (Satu) tahun anggaran. Pembentukan

dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa, Paling

sedikit memuat:

1 )　penetapan t巾uan pembentukan dana cadangan;

2)　program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana

Cadangan ;

3)　besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang

harus dianggarkan;

4)　sumber dana cadangan; dan

5)　tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari

Penyisiha皿　atas Penerimaan Desa, kecuali dari
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Penerimaan Desa yang penggunaannya telah ditentukan

SeCara khusus berdasarkan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan・ Penganggaran dana cadangan

tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Pt?rbeたeZ.

b)　Penyertaan Modal :

Penyertaan modal∴ antara laln digunaka皿　untuk

menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang

diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan

Pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang

dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran

Pembiayaan dalam APB Desa. Penyertaan modal pada

BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penyertaan

modal ditetapkan dengan Peraturan Desa, Paling sedikit

memuat :

1)　asas dan t可uan penyertaan modal;

2)　besaran anggaran penyertaan modal;

3)　sumber dana penyertaan modal; da皿

4)　hasil penyertaan modal.

Penyertaan modal tambahan pada BUM Desa dari APB

Desa hanya dapat dilakukan terhadap BUM Desa yang

memiliki usaha berstatus sehat dan BUM Desa telah

Berbadan Hukum.

d.　surplus/ Defisif APB Desa

l・　SurPlus atau defisit APB Desa adalah selisih antara anggaran

Pendapatan Desa dengan anggaran Belanja Desa.

2・　dalam hal diperkirakan APB Desa surplus, Penggunaan SurPlus

diprioritaskan untuk kegiatan Bidang Pembangunan Desa dan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3.　dalan hal APB Desa diperkirakan defisit, Pemerintah Desa

menetapkan penerimaan pembiyaan untuk menutup de粛sit

tersebut yang bersu皿ber dari SiLRA tahun anggaran

Sebelumnya, PenCairan dana cadangan, dan/atau hasil

Per竜ualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
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I.　　TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA.

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2O24, Pemerintah

Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a.　APB Desa Tahun Anggaran 2O24 ditetapka皿setelah penetapan

Anggaran Pendapatan dan Belarja Daerah, yaitu selambat-

lambatnya tangga1 3 1 Desember 2O23;

b・　tahapan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB

Desa sampai dengan penetapan Peraturan Desa tentang APB

Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

叩o �Uraian �Waktu �PihakTerkait 

1 �2 �3 �4 

a. �Sekretaris　　　　　　　　　　Desa �M血ggu �Sekretaris　Desa,Para 

mengkoordinasikan �keIs/dII �KasidanparaKaur. 

PenyuSunan　　　　Rancangan �Oktober 

Peraturan　Desa　tentang　APB �2023. 

Desa　Tahun　Anggaran　2024 

berdasarkan　RKPDesaTahun 

2024. 

b. �Sekretaris　Desamenyerahkan �M血gg叫 �Sekreta正s　　Desa　　dan 

Rancangan　Peraturan　Desa �ke　　　II �fセわeたet 

tentang　APB　Desa　Tahun �Oktober 

Anggaran　　2024　　kepada �2023. 

1セγbeたeI. 

C. �j]erbeたeZ　　　　menyerahkan �Minggu �上セrbekeZdanBPD i 

Rancangan　Peraturantentang �ke　　　II 

Desa　　APB　　Desa　　Tahun �Oktober 

Anggaran2024kepadaKetua �2023. 

BPD　　untuk　dibahas　　dan 

disepakatidalammusyawarah 

internalBPD. 

d. �BPD　　　　　　　melaksanakan �Minggu �PimpinandanAnggota 

Pembahasan　secaraintemal �ke-III 
BPD 　　　　l 

atas　Rancangan　Peraturan �Oktober 
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DesatentangAPBDesaTahun �2023. � 

Anggaran　　　2024　　　yang 

disampaikan　P色rbeたeZ　dalam 

rapatBPD. 

e. �BPD　mengundang　FとrbeたeZ �Minggu �BPDdanPemdes 

untuk　　　　　　melaksanakan �ke-重V 

Pembahasan　　　　　　　dan �Oktober 

PenyePakatan　bersama　atas �2023. 

Rancangan　Peraturan　Desa 

tentang　APB　Desa　Tahun 

Anggaran2024. 

青 �Setelah　Rancangan　Peraturan �Minggu �IセrbeたeZ,　　　Sekretahs 

DesatentangAPBDesaTahun �ke-I �Desa, 

Anggaran　2023　disepakati, �Nopember �ParaKasi, 

IセrbeたeZ　　　　　menugaskan �2023. 

ParaKaur. Sekretaris　　　Desa　　　untuk 

mengkoordinasikan 

PenyuSunan　　　　Rancangan 

Peraturan　PとrbeたeZ　tentang 

Peraturan　　Desa　　tentang 

PeItiabaran　APB　DesaTahun 

A皿脳膜皿2024. 

g・ �Input　Rancangan　APB　Desa �Minggu �P白7beたe4　　　Sekretaris 

PadaAplikasiSistemInformasi �ke-工 �Desa,ParaKasi, 

Keuangan　　Desa　　Tahun �Nopember 

ParaKaur. 
Anggaran2O24. �2023. 

h. �Rancangan　Peraturan　Desa �M血ggu �fe7めekeさdanCa]mat 

tentang　APB　Desa　Tahun �ke-　　　II 

Anggaran　2024　yang　telah �Nopember 

disepakatibersamaantaraBPD �2024. 

danPemerintahDesadi萄ukan 

Oleh　庇rbeたeZ　kepada　Camat 

untuk　dievaluasi)　dengan 

dilengkapidokumen　paling 
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Sedikit meliputi :

1) surat pengantar;

2) rancangan peraturan

Pt3rb eたeZ tentang

Perriabaran APB Desa

Tahun Anggaran 2024;

3) Peraturan Desa

mengenai RKP Desa

Tahun 2O24;

4) Peraturan Desa

mengenai kewenangan

berdasarkan hak asal

usul dan kewenangan

lokal berskala Desa;

5) Peraturan Desa

mengenai pembentukan

dana cadangan, jika

tersedia;

6) Peraturan Desa

mengenai penyertaan

modal, jika tersedia; dan

7) Berita acara hasil

musyawarah BPD dan

kesepakatan

Pembahasan rancangan

Peraturan Desa tentang

APB D esa Tahun

Anggaran 2O23.

Tim evaluasi melaksanakan

evaluasi RancangEm APB Desa

Tahun Anggaran　2024　dari

Rancangan APB Desa Tahun

Anggaran　2024　yang telah

diinput dari Aplikasi

Siskeudes.
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i. �Masa　evalua王　　Rancangan �Minggu �CamatdanTimEvaluasi 

Peraturan　Desa　tentang　APB �ke-IIs/d �Kecamatan 

Desa　Tahun　Anggaran　2O23 �重V 

Oleh　Camat,Camat　dapat �Nopember 

mengundang　　　　　膝rbekeZ �2023 

dan/atau　perangkat　Desa 

terkait　pelaksanaan　evaluasi. 

Hasil　evaluasi　Rancangan 

PeraturanDesatentang　APB 

Desa　Tahun　Anggaran　2O24 

dituangkan　dalam　Keputusan 

Camat. 

j. �Penetapan　　　　Rancangan �Minggu �BPDdanJセrbeたeZ 

Peraturan　Desa　tentang　APB �ke-III 

Desa,　aPabila　hasilevaluasi �Desember 

telahsesuaidenganketentuan �2023 

Peraturan　　　　Perundang- 

undangan　yanglebih　tinggi, 

kepentinganumum,dan　RKP 

Desa. 

I初めeたeきmenetapkan Rancang坤Peraturan Deねeたel tentang

Perriabaran ÅPB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai peraturan

Pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2024.

d・　膝ねekeZ menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa

Tahun Anggaran　2O24　dan Peraturan jセrbekeZ tentang

Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2O24 kepada Bupati cq.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lama

7 (tujuh) hari ke重ja setelah ditetapkan.

PさrbekeZ menugaskan para Kepala Seksi dan Kepala Urusan

untuk menyusun rancangan DPA yang terdiri dari Rencana

Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Ke車a Kegiatan Desa dan

Rencana Anggaran Biaya, menyerahkan rancana DPA dimaksud

kepada jJlerbe肋melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam)

hari keIja setelah penugasan.
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f.　Sekretaris Desa melakukan ver抽kasi rancangan DRA paling

lama 15 (1ima belas) hari ke車a s匂ak Kepala Seksi dan Kepala

Urusan menyerahkan rancangan DPA.

g・　Pt3rbekeZ menyet可ui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh

Sekretaris Desa.

h・　Kepala Urusan Keuangan menyusun RAK Desa berdasarkan

DPA yang telah disetujui　膝ねeたeZ dan Sekretaris Desa

melakukan veri批asi terhadap rancangan RAK Desa yang

diajukan oleh Kepala Urusan Keuangan.庇ねe肋menyet可ui

rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.

Ⅴ.　TEKNIS EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA.

a.　Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1.　Diperoleh data dan informasi yang akan meI可adi dasar

untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam

kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan

rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan

rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

2・　Diperoleh data dan informasl yang akan menjadi dasar

untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam

kaitamya dengan substansi dan materi rancangan

Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan

Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

b・　Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:

1.　Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan

data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam

PenyuSunan anCangan Peraturan Desa tentang APB Desa

dan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB

Desa;

2.　Aspek Zeya耽as yang meliputi ident菰kasi peraturan-

Peraturan yang melandasi penyusunan rancangan

Peraturan Desa dimaksud;

¥　3・　Aspek　たe的aたaれyang meliputi identi批asi konsistensi

Substansi dan materi dengan R剛iM Desa dan RKP Desa;

dan

4.　Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang
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meliputi Pendapatan Desa, Bela垂a Desa dan Pembiayaan

Desa.

C.　PerSlaPan eValuasi :

1.　Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam

Pelaksanaan perslaPan eValuasi, yaitu:

a)　pembentukan tim evaluasi APB Desa ditetapkan

dengan Surat Keputusan Camat tentang

Pembentukan Tim Pelaksanaan Evaluasi APB Desa

dilampiri pedoman pelaksanaan evaluasi APB Desa,

dengan susunan sebagai berikut :

1) ketua　　;　Camat

2) sekretaris :　Sekretaris

Kecamatan/ Kepala

Seksi

3) anggota　:　Unsur kecamatan dan

unit pelaksana teknis

b)　Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah p句abat atau

Staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi

rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan

rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB

Desa.

d.　Dokumen Evaluasi :

1.　Dokumen Utama

a)　Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang

telah disepakati bersama BPD; dan/atau

b)　Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB

Desa yang telah disepakati bersama BPD.

2 ・　Dokumen Penu両ang (alat z/er昨たcISO

a) disampaikan oleh Desa

l)　keputusan musyawarah BPD pembahasan

dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa

tentang APB Desa (untuk evaluasi Rancangan

Peraturan Desa tentang APB Desa), berita

acara hasil musyawarah; atau

2)　keputusan musyawarah BPD pembahasan

dan penyepakatan rancangan peraturan Desa
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tentang Perubahan APB Desa (untuk evaluasi

Rancangan Peraturan D e s a tentang

Perubahan APB Desa) ;

3)　Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa (RRJM Desa);

4)　RKP Desa tahun anggaran 2O24; dan

5)　dokumen yang relevan (misal, Peraturan Desa

tentang pembentukan dana cadangan, Perdes

tentang pendirian BUM Desa/BUM Desa

Bersama’hasil analisa kelayakan penyertaan

modal BUM Desa/BUM Desa Bersama, dan

lain-1ain).

b)　disiapkan oleh tim evaluasi

l)　Peraturan Bupati tentang Pengelolaan

Keuangan Desa;

2)　Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan

berdasarkan hak asal-uSal dan lokal berskala

Desa;

3)　Peraturan Bupati tentang Pengadaan

Barang/Jasa di Desa;

4)　Peraturan Bupati tentang Satuan Harga

Kabupaten yang didalamnya mengatur

Standar Harga di Desa;

5)　Peraturan Bupati tentang Lingkup

Pembangunan Desa; dan

6)　Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belar互a Daerah.

Pelaksanaan evaluasi :

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh　2 (dua)

tahapan, yaitu:

1.　Pemeriksaan kelengkapan dokumen, eValuasi administrasi

dan legalitas, yaitu meneliti beberapa hal sebagai berikut:

a)　Kepatuhan atas kelengkapan penyampalan

dokumen evaluasi;

b)　Kepatuhan atas penya]1an informasi dalam

Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;

C)　Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi
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dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;

dan

d)　Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan

teknis penyusunan Peraturan Desa.

Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak

terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta

kepada pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu

Pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen

diterima secara lengkap.

2.　evaluasi keb$akan dan struktur APB Desa/perubahan

APB Desa

langkah-1angkah evaluasi :

a) Langkah l : Pengumpulan dokumen

evaluasi ;

b) Langkah2 : Pencatatan nomor, tanggal dan

kelengkapan lamplran Semua

dokumen ;

C) Langkah3 : Penelitian dan penganalisian

nomor tanggal dan kelengkapan

lampiran semua dokumen;

d) Langkah 4 : Pembandingan tanggal

P enyamP aユan S emua

dokumen dengan ketentuan

yang

berlaku tentang batas waktu

PenyamPaian dokumen; dan

e) Langkah5 : Kesimpulan secara narasl

tentang hasil langkah l s/d 4.

3.　hasil evaluasi :

Setelah selesa王　melaksanakan evaluasi rancangan

Peraturan Desa tentang APB Desa atau rancangan

Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa, tim

evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang

dituangkan dalam Keputusan Camat. Laporan hasil

evaluasi dimaksudkan untuk merlyamPaikan temuan
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analisis terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB

Desa atau rancangan Peraturan Desa tentang perubahan

APB Desa sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa

untuk melakukan penyempumaan atau perset巾uan

terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

atau rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB

Desa. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis

besar menyajikan informasi mengenai:

a)　evaluasi atas sistem APB Desa atau perubahan APB

Desa; dan

b)　evaluasi atas substansi APB Desa atau perubahan

APB Desa.

Laporan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang

APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang

Perubahan APB Desa didistribusikan kepada: (a). Kepala

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Buleleng dan (b) Inspektur Kabupaten Buleleng.

VI.　HAL KHUSUS LAINNYA:

a.　Bidang, Sub Bidang dan kegiatan serta klas菰ksi ekonomi APB

Desa Tahun Anggaran 2024 mengikuti ketentuan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor　2O tahun　2018　tentang

Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Buleleng

Nomor 2 1 Tahun 20 19 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

b・　Prioritas penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2024 sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

C・　PerenCanaan Penganggaran Pada APB Desa berupa

Pembangunan fisik dan non fisik dapat dikoordinasikan dan

dikonsultasikan dengan perangkat Daerah terkait.

d・　dala血　pelaksanaan kegiatan pada APB Desa diutamakan

dilakukan dengan swakelola, dengan maksimalkan penggunaan

mate正al/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara

gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk

memperluas kesempatan keIja dan pemberdayaan masyarakat

SetemPat.

e.　PerenCanaan Penganggaran untuk kegiatan pembangunan
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/Peningkatan/rehabilitasi fisik berupa belaI可a modal yang

merlyebabkan penambahan/terbentuknya aset Desa agar

dipastikan bahwa pembangunannya diatas tanah aset Desa.

f・　Pengadaan tanah Desa dilaksanakan mengikuti ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

g・　PerenCanaan Penganggaran Pembayaran honorarium/insentif

/upah/uang lembur agar mer可uk pada Peraturan Bupati yang

mengatur mengenai standar honorarium dan uang lembur

Pemerintah Daerah dan sesuai dengan kemampuan keuangan

Desa.

h・　PerenCanaan Penganggaran PeIjalana皿dinas agar berpedoman

Pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai PeIjalanan

Dinas di lingkungan Pemerintahan Desa.

i・　Standar satuan harga barang dan JaSa agar mer巾uk pada

Peraturan Bupati yang mengatur mengenai standarisasi harga

barang/jasa untuk pelaksanaan keperluan Pemerintah Daerah.

Apabila ada jenis banmg/jasa pada standar harga kabupaten

tidak bisa dilaksanakan di Desa, maka dapat dilakukan survei

harga di Desa sebagai dasar penetapan standar harga di Desa・

Selarjutnya standar harga di Desa ditetapkan dengan Peraturan

工セ7互eたeき.

j.　APB Desa Tahun Anggaran　2O24　yang telah ditetapkan

diinformasikan kepada masyarakat melalui baliho/PaPan

informasi/ tueb Desa-Sistem Jタ的柵asi Desa, Sehingga diketahui

SeCara luas oleh masyarakat Desa.

k・　kegiatan pelatihan masyarakat, Pelatihan perangkat Desa,

Pelatihan lembaga kemasyarakatan Desa/1embaga adat Desa

dan perlyuluhan dapat dilaksanakan di t血gkat Desa dan dapat

dilaksanakan di tingkat kecamatan dengan membentuk panitia

Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Camat

berdasarkan hasil musyawarah antar Desa. Besaran anggaran

untuk melaksanakan kegiatan di tingkat Kecamatan ditetapkan

berdasarkan keputusan rapat badan ke寄asama antar Desa

dalam pelaksanaan keIjasama antar Desa. Narasumber atau

Pelatih kegiatan pelatihan masyarakat, Pelatihan perangkat

Desa dan/ atau penyuluhan adalah seseorang telah memperoleh

Sertifikat　71訪弄れg Qf竹成れeちP匂abat struktural sesuai bidang
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tugasnya dan/atau dari kalangan profes

akademisi.

KETUT LIHADNYAN

Sionaldan/atau ㌢LELENG’ A � 
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